
BUPATITRENGGALEK 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK 

NOMOR 40 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TRENGGALEK, 

Menimbang: bahwa dengan mempertimbangkan penyesuaian rencana kegiatan 

dan anggaran Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

Kabupaten Trenggalek Tahun 2013; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang 

Perbendaharaan 

Nomor 

Negara 

1 Tahun 2004 

(Lembaran Negara 

tentang 

Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran N~gara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lerribaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 
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10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia N omor 4663); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Masyarakat · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4693); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, 

Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian d~n Evaluasi 

Rencana Kerja pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 422); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri 

E); 
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24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 (Berita Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 /El); 

25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2012 

tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2012-Nomor 40/D); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 

2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2003 - 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2003 Nomor 9 Seri C); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 

2011 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 - 2015 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 9 Seri E); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA 

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 

2013. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Trenggalek. 
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3. Bupati adalah Bupati Trenggalek. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang · selanjutnya 

disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Trenggalek. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SKPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah yang 

melaksanakan fungsi pemerintahan daerah. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang 

selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan 

pembangu:µan daerah untuk perioda 5 (lima) tahun. 

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

8. Kebijakan Umum Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang 

memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan 

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 

1 (satu) tahun. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 

disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan 

daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BAB II 

SISTEMA TI KA 

Pasal 2 

(1) Perubahan RKPD Tahun 2013 merupakan penjabaran dari 

RPJMD. 

(2) Perubahan RKPD, sebagai landasan dalam menetapkan 

kebijakan dan program tahun pertama, yang memuat 

rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas 

pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya 

dipilah menurut sumber dari APBD Kabupaten Trenggalek, 
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APBD Provinsi Jawa Timur dan APBN serta dukungan 

partisipasi ·masyarakat. 

(3) Perubahan RKPD Tahun 2013 disusun dengan sistematika 

penyusunan sebagai berikut: 

BAB I 

BAB II 

BAB III 

BAB IV 

PENDAHULUAN 

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD 

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 

PRIORITAS DAERAH 

PENUTUP 

BAB III 

TUJUAN 

Pasal 3 

Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2013 adalah: 

a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam 

menyusun Perubahan KUA dan PPAS serta dasar 

penyusunan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2013; dan 

b. sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Perubahan 

Rencana K~rja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) 

Tahun 2013. 

BAB IV 

MASA BERLAKU 

Pasal 4 

Perubahan RKPD Tahun 2013 merupakan dokumen 

perencanaan tahunan yang dimulai pada tanggal 1 Agustus 

2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. 
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BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 

Bupati Trenggalek Nomor 44 Tahun 2012 tentang Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 

(Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 16) 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek. 

Ditetapkan di Trenggalek 

pada tanggal 31 Juli 2013 

BUPATI TRENGGALEK, 

ttd 

MULYADI WR 

Diundangkan di Trenggalek 

pada tanggal 31 Juli 2013 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TRENGGALEK, 

ttd 

ALI MUSTOFA 

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 40 

SALINAN SESUA ENGAN ASLINYA 
KEPALA A IAN HUKUM, 

ANIK SUWA NI , S.H., M.Si. 
Pembina Tingka t I (IV/ b) 
Nip .19650919 199602 2 001 

No. Reg: 188.342/CIV /406:004/2013 
Tanggal 30 Agustus 2013 


